
WAI;I HAGARI PASAR BARU
KABUPATEN PESISIR SEIATAN

PERATURAN WAI;I HAaARI PASAR BARu
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PENdABARAH ANGGARA» PEHDAPATAN DAN BELAN.A NAGARI

TAIIUH ANGGARAH 2021

DBNGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAFIA ESA

WALI NACIARI PASAR BARU,
Menimbang    :  a.  bahwa sebagal pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan

Nagari    Nomor     1     Tahun    2021     tentang    Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Nagari Tahun  Anggaran  2021,
maka  perlu  menyusun  Peraturan  Wali  Nagari  tentang
Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Nagari
Pasar Baru Tahun Anggaran 2021 ;

Mengingat       :   1.  Undang   -   Undang   Nomor    12   Tahun    1956   tentang

Pembentukan     Daerah     Otonom    Kabupaten     Dalam
Lingkungan      Daerah     Propinsi     Sumatera     Tengah

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1956
Nomor  25)  jis  Undang-Undang  Drt.   Nomor  21   Tahun

1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1957

Nomor  77)  jo  Undang-Undang  Nomor  58  Tahun   1958

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1958
Nomor    108,    Tambahan   Lembaran   Negara   Republik

Indonesia Nomor 1643);

2.  Undang-Undang    Nomor    28    Tahun     1999    tentang
Penyelenggaraan  N?gara  yang  Bersih  dan  Bebas  dan
Korupsidan    Nepotisme    (Lembaran    Negara    Republik

Indonesia Tahun  1999  Nomor 75, Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3.  Undang   -   Undang   Nomor   25   Tahun   2000   tentang
Program Pembangunin Nasional (Lembar Negara Tahun

2000  Nomor  206,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor
3952);

4.  Undang-undang    Nomor    33     Tahun     2004     tentang

Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintah   Daerah   (Lembaran   Negara   Tahun   2004
Nomor 126, Tambahan I.embaran Negara Nomor 4438);

5.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak
Daerah    dan    Retribusi    Daerah    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun  2009  Nomor  130,  Tambahan

Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

6.  Undang-Undang  Nomor  6   Tahun   2014   tentang  Desa

(Lembaran   Negara  Tahun   2014   Nomor  7,   Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495) ;

7.  Undang-Undang     Nomor     2     Tahun     2020     tentang

Penetapan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-
Undang    Nomor    1    Tahun    2020    tentang    Kebijakan
Keuangan   Negara   dan   Stabilitasi   Sistem   Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19)     dan/atau     dalam     rangka     Menghadapi
Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional
dan/atau  Stabilitas Sistem  Keuangan  menjadi Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2020 Nomor  134, Talnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516) ;

8.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang
Dana   Perimbangan   (Lembaran   Negara   Tahun   2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

9.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  Tentang
Pengelolaan     Keuangan     Daerah    (I.embaran     Negara
Republik Indonesia Tahun  2005  Nomor  140,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  Tentang
Pengelolaan     Keuangan     Daerah     (Lembaran     Negara



Republik Indonesia Tahun  2005  Nomor  140,  Tambahan

Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4578) ;

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang
Pedoman  Pembinaan  dan  Perigawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan    Daerah    (I,embaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor  165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;

12. Peraturan   Pemerintah   Nomor  8  Tahun   2006   tentang
Pelaporan  Keuangan  dan  Kinelja  Instansi  Pemerintah

(I,embaran    Negara   Republik   Indonesia   tahun    2006
Nomor    25,    Tambahan    I+embaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014  tentang  Desa  sebagaimana  telah  beberapa  kali
diubah,  terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor
11    Tahun    2019    tentang    Perubahan    Kedua    atas
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang
Peraturan    Pelaksanaan    Undang-    Undang   Nomor   6
Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran   Negara  Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang

Dana  Desa yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan
dan    Belanja    Negara    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor  168, Tambahan I.embaran

Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5558)  sebagaimana

telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan
Pemerintah   Nomor  8   Tahun   2016   (Lembaran   Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang   Pedoman   Pembangunan   Desa   (Berita  Negara
Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

tentang  Badan  Permusaywaratan  Desa  (Berita  Negara
Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);



17. Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Nomor 20 Tahun  2018

tentang   Pengelolaan'  Keuangan   Desa   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18.Peraturan      Menteri     Desa,.`    Pembangunan      Daerah
Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor

16   Tahun   2019   tentang   Musyawarah   Desa   (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  1203);

19.Peraturan     Menteri     Desa,      Pembangunan     Daerah
Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor

13 Tahun 2020 tentang ELoritas Penggunaan Dana Desa
Tahun  2021   (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2020 Nomor  1035);

20.Peraturan     Menteri     Desa,      Pembangunan      Daerah
Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor
21  Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa   dan    Pemberdayaan    Masyarakat    Desa    (Berita
Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

21. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  222/PMK.07/2020

tentang Pengelolaan  Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

22. Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah  Nomor   12  Tahun   2019  tentang  Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

23. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pesisir  Selatan  Nomor  2
Tahun 2016 tentang Nagari;

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,
Perangkat  Nagari  serta  Tunjangan  Kehormatan  Badan
Permu syawaratan Nagari ;

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020
Tentang    Standar    Biaya    Pemerintah    Nagari    Tahun
Anggaran 2021 ;

26. Peraturan  Bupati  Pesisir  Selatan  Nomor  3  Tahun  2021

tentang  Tata  Cara  Pembagian  dan  Penetapan  Rincian
Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan



Menetapkan

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja
Negara Tahun Anggaran 2021 ;

27. Peraturan  Bupati  Pesisir  Selatan  Nomor  4  Tahun  2021

tentang  Tentang  Tata  Cara.`Pembagian  dan  Penetapan
Alokasi   Dana  Nagari  Yang  Bersumber  darn  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;

28. Peraturan  Bupati  Pesisir  Selatan  Nomor  5  Tahun  2021

tentang  Tentang  Tata  Cara  Pembagian  dan  Penetapan
Bagi  Hasil  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  setiap  Nagari

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah   Kabupaten   Pesisir   Selatan   Tahun   Anggaran
2020;

29.Peraturan   Nagari   Pasar  Baru   Nomor  2   Tahun   2015
tentang    Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah
Nagari Tahun 2015-2021 ;

30.Peraturan   Nagari   Pasar   Baru   Nomor   1   Tahun   2019

Tentang     Susunan     Organisasi     dan     Tata     Kelola
Pemerintah Nagari;

31.Peraturan   Nagari   Pasa   Ban   Nomor   6   Tahun   2019
Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
32.Peraturan   Nagari   Pasar  Baru   Nomor   5   Tahun   2020

Tentang Rencana Kerja (RKP) Nagari Tahun 202 1 ;

MEMUTUSKAN  :

PERATURAN     WALI     NAGARI     TENTANG     PENJABARAN
ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  NAGARI  PASAR
BARU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal  1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 terdiri
dari:

1. Pendapatan Nagari           ,
a.  Pendapatan Asli Nagari
b. Transfer
c.  Lain-lain Pendapatan yang sah

Junlch PeDdapatan
2.  Belanj.a Nagari

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
b. Bidang Pembangunan

Rp.         12.000.000,00
Rp.1.421.795.300,00
Rp.
Rp.  1.433.795.300,00

Rp.      549.554.253,61
Rp.      487.194.000,00



c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaen Masyarakat
e, Bidang Penanggulangan Bencana,

Darurat dan Mendesak Nagari,
•unlch Bdaq|a
Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan Nagari
a. Penerimaari Pembiayaan
b, Pengeluaran PembiayaLan

Selisih Pembiayaan ( a - b )
Sisa Lebih Anggaran

Rp.        80.655.000,00
Rp.        74.426.000,00

Rp.      219.960,663,cO
Eto.  I.411.789.916.61
Rle.        22.005.383,39

Rp.             2.994.616,61_   RD.          25.000.000.00

Rp.      -22.005.383,39
Rp.              0,

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja   (APE)   Nagari
sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal    1    tercantum   dalam   Lanpiran   yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini

Pasal 3

Pelaksanaan   Penjabaran   Anggaran   Pendapatan   Belanja   (APE)    Nagari   yang
ditetapkan   dalam   Peraturan   ini   dituangkan   lebih   lanjut   dalam   Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi
pelaksana kegiatan anggaran.

Pesal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlalfli pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  dapat  mengetahui,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Pasar Baru.

Dit5~t9P!:,¥di    :   PasarBan
:     17 Februari2021

PASAR BARU

stisTisFfB2fEi7iooi
Diundangakan di    :   PasarBam
pada tanggal             :    17 Februari 2021

SEKRETARIS NAGARI PASAR BARU

\    4 FTUFEN«~"iB."A-
LEMBARAN NAGARI PASAR BARU TAHUN
2021  NOMOR 2


